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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung
jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah
yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang
bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga
kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaran
pemerintah di daerah dapat terwujud;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
1986 tentang Pemberian ljin Mendirikan Perusahaan Angkutan di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini,maka perlu
ditinjau kembali;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retibusi ljin Usaha Angkutan;

. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;



. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839 );

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang —Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri Nomor
3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat [I Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Wonogiri Tahun
1988 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA
ANGKUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Perhubungan,

Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Wonogiri atau sebutan lainnya.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.



7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

8. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melingdingi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

10.Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan
bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

11.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraan itu.

12.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

13.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

14.mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

15.Mobil barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil penumpang,
mobil bus, dan kendaraan khusus.

16.JBB adalah Jumlah Berat Barang yang diperbolehkan untuk diangkut kendaraan.

17.1jin Usaha Angkutan adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
Pribadi atau Badan untuk mendirikan ijin Usaha Angkutan.

18.Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
orang dan atau barang dengan kendaraan umum maupun tidak umum di jalan.

19. Retribusi ijin usaha angkutan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian ijin usaha angkutan yang
diberikan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya atau sebutan
lainnya.

20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.



21.Masa Retribusi adalah suatau jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin usaha angkutan.

22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
/ atau denda.

23.Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

24.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonogiri.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan undangan
retribusi Daerah.

26.Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi ljin Usaha Angkutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian izin usaha angkutan kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 3
Obyek retribusi adalah pemberian ijin usaha angkutan kepada orang pribadi atau
badan.

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
pemberian ijin usaha angkutan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi ljin Usaha Angkutan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.



